Pemerintah
Kota Magelang




Perwal No. 86 Tahun 2021

KEPALA BADAN

KELOMPOK SEKRETARIAT
JABATAN FUNGSIONAL

Sub Bagian Umum Sub Bagian Program
dan Kepegawaian dan Keuangan

BIDANG BIDANG BIDANG BIDANG
PENDAPATAN ANGGARAN PERBENDAHARAAN AKUNTANSI BIDANG ASET

Sub Bid Sub Bid
Pengembangan Perencanaan Dan
Akuntansi Penghapusan Aset

SUglEts Sub Bid Sub Bid

Pendaftaran Dan Pendataan X
Pajak Daerah Anggaran | Belanja |

SUB BID

Sub Bid Sub Bid Sub Bid Sub Bid
PENETAPAN DAN PENATAUSAHAAN )
PENDAPATAN Anggaran Il Belanja Il Pelaporan Penatausahaan Aset

Subkoordinator penagihan Subkoordinator Subkoordinator Subkoordinator
dan keberatan Anggaran llI Analisa Laporan Pendayagunaan Aset



Reformulasi Program, Kegiatan dan Anggaran
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Program Pengelolaan Program Pengelolaan
Barang Milik Daerah Pendapatan Daerah

Program Pengelolaan

PROGRAM

ESELON I > 1. Persentase capaian pengelolaan
keuangan daerah bidang anggaran :
INDIKATOR 2. Persentase capaian pengelolaan Cakupan Pengelolaan BMD Persentase peningkatan PAD
PROGRAM keuangan daerah bidang '
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CASCADING BIDANG ANGGARAN

Program Pengelolaan Keuangan Daerah

PROGRAM

KINERJA
PROGRAM

INDIKATOR
PROGRAM

ESELON Il Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah

Persentase Capaian Pengelolaan Keuangan Daerah Bidang Anggaran (Persentase
penganggaran sesuai ketentuan)

Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah

KEGIATAN

KINERJA
KEGIATAN
INDIKATOR

Meningkatnya kualitas penganggaran daerah

Persentase rancangan dokumen penganggaran yang tepat
waktu (Persentase rancangan dokumen penganggaran yang
tepat waktu)

Persentase konsistensi sub kegiatan diluar
regulasi dalam tahapan proses penganggaran

Persentase anggaran sesuai

KEGIATAN

dengan standar

Koordinasi, Koordinasi,

Koordinasi dan

Koordinasi dan Penyusunan
Peraturan Daerah tentang

Koordinasi dan

Koordinasi dan

SU B Penyusunan Peraturan Penyusunan
Penyusunan dan Penyusunan dan Daerah tentang APBD dan BT Pt Penyusunan KUA Perubahan KUA
KEG IATAN Verifikasi RKA- Verifikasi Perubahan Peraturan Kepala Daerah e;z;:‘; PZT}:baf:;a dan Perubah
SKPD RKA-SKPD tentang Penjabaran APBD Perubahan APBD dan PPAS an :I::sa an

Terpenuhinya Terpenuhinya

Meningkatnya kualitas
Perda tentang APBD dan

Meningkatnya kualitas
Perkada tentang Perubahan

Terpenuhinya
standar

Terpenuhinya

ESELON IV KINERJA SUB standar standar e P Penjabaran APBD, Perda envusunan standar dokumen
KEGIATAN penyusunan penyusunan RKPA- Penjabaran APBD t:n::n: P:r:tbanha: :?BbD :'a: peny Perubahan KUA
SKPD b APBD dokumen KUA dan dan PPAS
RKA-SKPD PPAS

INDIKATOR SUB
KEGIATAN

Jumlah dokumen

Jumlah dokumen
RKPA-SKPD

RKA-SKPD

Jumlah Perda
tentang APBD dan
Perkada tentang
Penjabaran APBD

Jumlah Perkada tentang
Perubahan Penjabaran APBD,
Perda tentang Perubahan
APBD dan Perkada tentang
Penjabaran Perubahan APBD

Jumlah dokumen
KUA dan PPAS

Jumlah dokumen
Perubahan KUA
dan PPAS




PROGRAM

KINERJA
PROGRAM

INDIKATOR
PROGRAM

ESELON I

KEGIATAN

KINERJA
KEGIATAN
INDIKATOR
KEGIATAN

SUB
KEGIATAN

KINERJA SUB
KEGIATAN

ESELON IV

INDIKATOR SUB
KEGIATAN

CASCADING BIDANG PERBENDAHARAAN

Koordinasi,
Penyusunan
dan Verifikasi
DPA-SKPD

Terpenuhinya
verifikasi DPA
SKPD

Jumlah DPA
SKPD vyang
terverifikasi

Program Pengelolaan Keuangan Daerah

Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah

Persentase Capaian Pengelolaan Keuangan Daerah Bidang Perbendaharaan

(Persentase penatausahaan keuangan sesuai ketentuan)

Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah

Meningkatnya kualitas penatausahaan keuangan daerah

Persentase Penatausahaan Keuangan sesuai ketentuan (Persentase laporan perbendaharaan yang
tersedia tepat waktu, Persentase pencairan anggaran sesuai pedoman)

Koordinasi,
Penyusunan
dan Verifikasi
Perubahan
DPA-SKPD

Terpenuhinya
verifikasi
Perubahan
DPA SKPD

Jumlah
Perubahan
DPA SKPD

yang

Penyiapan,
Pelaksanaan
Pengendalian
dan Penerbitan
Anggaran Kas
dan SPD

Terpenuhinya
dokumen
anggaran kas
dan SPD

Jumlah
dokumen
anggaran

kas dan SPD

Penatausahaa
n Pembiayaan
Daerah

Terpenuhinya
laporan
penerimaan dan
pengeluaran
pembiayaan
daerah

jumlah laporan

penerimaan dan
pengeluaran

pembiayaan

Koordinasi, Fasilitasi,
Asistensi, Sinkronisasi,
Supervisi, Monitoringdan
Evaluasi Pengelolaan
Dana Perimbangandan
Dana TransferLainnya

Terpenuhinya
laporan
pengelolaan dana
perimbangan dan
dana transfer
lainnya

jumlah laporan
pengelolaan dana
perimbangan dan
dana transfer
lainnya

Koordinasidan Penyusunan
Laporan Realisasi Penerimaan dan
PengeluaranKas Daerah, Laporan

Aliran Kas, dan Pelaksanaan
Pemungutan/Pemotongandan
Penyetoran Perhitungan Fihak

Ketiga (PFK)

Terpenuhinya
berita acara
rekonsiliasi data
pajak

jumlah berita
acara
rekonsiliasi data

Rekonsiliasi Data
Penerimaan dan
Pengeluaran Kas serta
Pemungutan dan
Pemotongan Atas SP2D
dengan Instansi Terkait

Terpenuhinya
laporanaliran
kas

jumlah laporan
aliran kas

Penyusunan Petunjuk
Teknis Administrasi
Keuangan yang Berkaitan
dengan Penerimaan dan
Pengeluaran Kas serta
Penatausahaan dan
Pertanggungjawaban Sub
Kegiatan

Terpenuhinya
ketentuan terkait
pentauasahaan
pengelolaan
keuangan

Jumlah ketentuan
terkait
pentauasahaan
pengelolaan

keuangan



PROGRAM

KINERJA
PROGRAM

INDIKATOR
PROGRAM

ESELON 111

KEGIATAN

KINERJA
KEGIATAN
INDIKATOR
KEGIATAN

SUB
KEGIATAN

KINERJA SUB

SEON T KEGIATAN

INDIKATOR SUB
KEGIATAN

CASCADING BIDANG AKUNTANSI

Program Pengelolaan Keuangan Daerah

Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah

Persentase Capaian Pengelolaan Keuangan Daerah Bidang Akuntansi
(Persentase laporan keuangan sesuai standar)

Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah

Meningkatnya kualitas pertanggungjawaban & pelaporan keuangan daerah

Persentase Laporan Keuangan (LK) OPD sesuai ketentuan (Persentase laporan keuangan perangkat daerah sesuai standar, Persentase
LK yang sesuai dengan laporan terkait lainnya

Rekonsiliasi dan
Verifikasi Aset,
Kewajiban, Ekuitas,
Pendapatan, Belanja,
Pembiayaan,
Pendapatan-LO dan
Beban

Terpenuhinya
Berita Acara
hasil
rekonsiliasi

Jumlah Berita
Acara hasil
rekonsiliasi

Konsolidasi
Laporan Keuangan
SKPD, BLUD dan
Laporan Keuangan
Pemerintah
Daerah

Terpenuhinya
laporan
konsolidasi
bulanan

jumlah laporan
konsolidasi
bulanan

' Pelaksanaan APBD

Koordinasi dan Penyusunan
Rancangan Peraturan Daerah
tentang Pertanggungjawaban

Pelaksanaan APBD Provinsi dan
Rancangan Peraturan Kepala
Daerah tentang Penjabaran
Pertanggungjawaban Pelaksanaan
APBD Kabupaten/Kota

Terpenuhinya Raperda tentang
Pertanggungjawaban
Pelaksanaan APBD dan
Raperwal Penjabaran
Pertanggungjawaban
Pelaksanaan APBD

jumlah Raperda tentang
Pertanggungjawaban
Pelaksanaan APBD dan
Raperwal Penjabaran
Pertanggungjawaban

Penyusunan
Analisis Laporan
Pertanggungjaw

aban

Pelaksanaan

APBD

Terpenuhinya
analisis laporan
pertanggungjaw

aban
pelaksanaan
APBD

jumlah laporan
prognosis
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Penyusunan
Kebijakan dan
Panduan Teknis
Operasional
Penyelenggaraan
Akuntansi
Pemerintah Daerah

Terpenuhinya
Raperwal tentang
Bagan Akun
Standar dan
Kebijakan
Akuntansi

Jumlah Raperwal
tentang Bagan
Akun Standar
dan Kebijakan

Akuntansi

Penyusunan

Sistem dan Pembinaan
Prosedur Akuntansi,

Akuntansi dan Pelaporan dan

Pelaporan Pertanggungjawab
Keuangan an Pemerintah

Pemerintah Kabupaten/Kota

Daerah.

Terpenuhinya Terpenuhinya

Raperwal tentang laporan
Sistem dan : pembinaan
Prosedur akuntansi akuntansi

Jumlah Raperwal
tentang Sistem dan Jumlahlaporan
Prosedur akuntansi pembinaan
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PROGRAM

KINERJA
PROGRAM

INDIKATOR
PROGRAM

ESELON 111

KEGIATAN

CASCADING BIDANG ASET (1)

Program Pengelolaan Barang Milik Daerah

Meningkatnya pengelolaan Barang Milik Daerah

Cakupan Pengelolaan Barang Milik Daerah

Pengelolaan Barang Milik Daerah

Optimalnya

KINERJA Optimalnya Meningkatnya Efisiensi Optimalnya Meningkatnya kualitas
Pemanfaatan BMD Penggunaan BMD Pemindahtanganan BMD
KEGIATAN J:4:4 Pengamanan BMD penatausahaan BMD 8
Persentase Laporan
INDIKATOR Persentase OPD dengan usulan Persentase BMD yang Cakupan Penatausahaan BMD Persentase BMD yang

RKBMD yang sesuai ketentuan
dan tepat waktu

Pengamanan BMD dipindahtangankan

dimanfaatkan yang Berkualitas

KEGIATAN

Penyusunan Penyusunan
S U B Penyusunan Perencanaan Kebijakan Penatausahaan Inventarisasi Barang Pengamanan Barang
KEGIATAN Standar Harga Kebutuhan Barang Pengelolaan Barang Barang Milik Daerah Milik Daerah Milik Daerah
Milik Daerah Milik Daerah

Meningkatnya

Terpenuhinya

Terpenuhinya

Terpenuhinya .
Terpenuhinya

Meningkatnya

KINERJA SUB kualitas perwal dokumen Rencana Pedoman Laporan
ESELON IV L dokumen inventarisasi Penilaian Barang
KEGIATAN standarisasi Kebutuhan Barang Pengelolaan Barang Penatausahaan T Milik Daerah
Milik Daerah Milik Daerah Barang Milik Daerah

harga dan biaya

Jumlah perwal

Jumlah dokumen

Jumlah Pedoman

Jumlah Laporan

INDIKATOR SUB standarisasi Rencana Pengelolaan Penatausahaan Jumlah dokumen Penilaian Barang
KEGIATAN h dan bi Kebutuhan Barang Barang Milik Barang Milik inventarisasi BMD Milik Daerah
arga dan biaya M|I|k Daerah Daerah
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PROGRAM

KINERJA
PROGRAM

INDIKATOR
PROGRAM

ESELON 111

KEGIATAN

KINERJA
KEGIATAN
INDIKATOR
KEGIATAN

SUB
KEGIATAN

KINERJA SUB
KEGIATAN

ESELON IV

INDIKATOR SUB
KEGIATAN

CASCADING BIDANG ASET ( 11 )

Program Pengelolaan Barang Milik Daerah

Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Barang Milik Daerah

Cakupan Pengelolaan Barang Milik Daerah

Pengelolaan Barang Milik Daerah

Optimalnya Meningkatnya Efisiensi
Pemanfaatan BMD Penggunaan BMD
Persentase OPD dengan usulan Persentase BMD yang

RKBMD yang sesuai ketentuan

dan tepat waktu dimanfaatkan

Optimalisasi Penggunaan,
Pemanfaatan, Pemindahtanganan,
Pemusnahan, dan Penghapusan
Barang Milik Daerah

Penilaian Barang
Milik Daerah

Terpenuhinya Laporan kegiatan
usulan Penggunaan, Pemanfaatan,
Pemindahtanganan, Pemusnahan,

dan Penghapusan Barang Milik

Daerah

Terpenuhinya
Laporan Hasil
Penilaian Barang
Milik Daerah

Jumlah Laporan kegiatan usulan
Penggunaan, Pemanfaatan,
Pemindahtanganan,
Pemusnahan, dan Penghapusan

Jumlah Laporan
Hasil Penilaian
Barang Milik

Daerah

phald J \ _“;B:arang Milik Daerah o
& TEY b

Meningkatnya

pengamanan BMD

Cakupan

Pengamanan BMD

Rekonsiliasi dalam
rangka Penyusunan
Laporan Barang Milik
Daerah

Terpenuhinya BA
Rekonsiliasi Kegiatan
Barang Milik Daerah OPD
yang mutakhir

Jumlah BA
Rekonsiliasi Kegiatan
Barang Milik Daerah
PD yang mutakhir

Meningkatnya kualitas
penatausahaan BMD

Persentase Laporan
Penatausahaan BMD yang
Berkualitas

Penyusunan Laporan
Barang Milik Daerah

Terpenuhinya
Laporan Barang
Milik Daerah

Jumlah Laporan
Barang Milik
Daerah

Optimalnya
Pemindahtanganan BMD

Persentase BMD yang
dipindahtangankan

Pembinaan Pengelolaan
Barang Milik Daerah
Pemerintah Kabupaten/Kota

Terpenuhinya laporan hasil
pembinaan pengelolaan Barang
Milik Daerah

Jumlah laporan hasil22
pembinaan pengelolaan
Barang Milik Daerah



PROGRAM

KINERJA
PROGRAM

INDIKATOR
PROGRAM

ESELON 111

KEGIATAN

KINERJA
KEGIATAN
INDIKATOR
KEGIATAN

SUB
KEGIATAN

KINERJA SUB
KEGIATAN

ESELON IV

INDIKATOR SUB
KEGIATAN

CASCADING BIDANG PENDAPATAN

Perencanaan
pengelolaan
pajak daerah

Terpenuhinya
Laporan
kegiatan

perencanaan

pengelolaan
pajak daerah

Jumlah
Laporan
kegiatan

perencanaan
pengelolaan

pajak daerah /

Penyuluhan dan

Penyebarluasan

Kebijakan Pajak
Daerah

Terpenuhinya
laporan
penyuluhan
kebijakan
pajak daerah

Jumlah
laporan
penyuluhan
kebijakan
pajak
daerah

Program Pengelolaan Pendapatan Daerah

Meningkatnya penerimaan PAD

Persentase peningkatan PAD

Pengelolaan Pendapatan Daerah

Meningkatnya pengelolaan PAD

Persentase Realisasi Pendapatan Asli Daerah

Penyediaan
Sarana dan
Prasarana
Pengelolaan
Pajak
Daerah

Terpenuhiny
asarana dan
prasarana
pengelolaan
pajak
Daerah

jumlah
Laporan
SIM
Pendapata
n Daerah

Pengolahan,
Pemeliharaan,
dan Pelaporan

Basis Data

Pajak Daerah

Terupdate
nya Basis
Data Pajak
Daerah

Jumlah
Peta dan
Data Objek
Pajak PBB

yang

Penilaian Pajak Bumi dan
Bangunan Perdesaan dan
Perkotaan (PBBP2) serta
Bea Perolehan Hak atas
Tanah dan Bangunan
(BPHTB)

Terpenuhinya Penilaian
PBB-P2 serta BPHTB

Jumlah Nugiilkfh
Lapora dokume
n n BPHTB

Penilai yang
tervallda

Penetapan
Wajib
Pajak

Daerah

Terpenuhiny

a penetapan

Wajib Pajak
Daerah

Jumlah
berkas
SPPT
PBBP2

erupdate PBBPZ '

Penelitian dan Penagihan
Verifikasi Data i
Pajak
Pelaporan
Pajak Daerah Daerah

Terpenuhiny

Terpenuhiny
a Verifikasi

a pajak
D
ata daerah
Pelaporan
Pajak yang.
Bl tertagih
Jumlah
Laporan 3
Realisasi .
pendapatan laporan
dan laporan penagihan
realisasi per

jenis Pajak

Hh < 4 \O-‘l‘—

Pengendalian,

PamaieEsn Pembinaan dan

Pengawasan
dan
Pengelolaan
Pengawasan Retribusi Daerah
Pajak Daerah
Terpenuhinya Terpenuhinya
Pengendalian, Pembinaan dan
Pemeriksaan Pengawasan
dan Pengawasan Pengelolaan
Pajak Daerah Retribusi Daerah
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